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Putusan MK No. 85/PUU-X1V/2016 memperluas pengertian persekongkolan menjadi tidak hanya sebatas
terhadap pelaku usaha lain sgja, tetapi juga pihak yang berkaitan dengan pelaku usahalain. Tak hanyaitu,
putusan tersebut juga membatasi kewenangan penyelidikan yang dimiliki KPPU menjadi hanya sebatas
pengumpulan alat bukti sebagai bahan pemeriksaan. Jepang sebagai salah satu contoh negara yang telah
memiliki hukum persaingan usaha sgjak lama, telah memberikan definisi persekongkolan sebatas perilaku
antarpel aku usaha. Disamping itu, hukum persaingan usaha di Jepang telah memberikan kewenangan yang
cukup besar untuk melakukan penyelidikan kepada Japan Fair Trade Commission JFTC sebagaimana diatur
dalam Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade Antimonopoly Act.
Perbandingan kedua poin diatas akan memperlihatkan perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara kedua
negara. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa
penafsiran pihak lain yang juga mencakup pihak yang berkaitan dengan pelaku usaha lain merupakan suatu
hal yang tidak tepat. Selain itu, KPPU juga masih belum diberikan dengan jelas tindakan apa saja yang dapat
dilakukan dalam melakukan penyelidikan oleh UU No. 5 Tahun 1999. Oleh karenaitu, diperlukan perbaikan
dari UU No. 5 Tahun 1999 dalam rumusan pasal persekongkolan dan kewenangan yang dimiliki oleh KPPU
secara tegas dan jelas untuk memberikan kepastian hukum bagi KPPU untuk menjalankan kewenangannya.
...... Constitutional courts verdict No. 85 PUU XIV 2016 extends the definition of bid rigging is not only
limited to other business actors, but also parties related to other business actors. Furthermore, the decision
also restraints KPPUs investigation authority as long as collecting evidence for examination. Japan, as one
example of acountry that has had long standing business competition law, has given the definition of bid
rigging only to the behavior among business actors. In addition, Japan rsquo s law of business competition
also gives alot investigation authority to Japan Fair Trade Commission JFTC as provided in Act on
Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade Antimonopoly Act. The comparison
of these two points will show the differences between both countries. This research was conducted by
normative juridical method. The results of the study show that the interpretation of other parties that also
includes parties related to other business actors is an imprecise thing. In addition, KPPU also still has not
given clear what action can be done in conducting investigation by Law no. 5 of 1999. Therefore, the
refinement of Law No. 5 Year of 1999 isrequired, regarding on formulation of bid rigging and KPPUs
authority should be clear to give legal certainty for KPPU to exercise its authority.
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